
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tcntang Pangan
[Lernbaran Negara.Republik Indcnesia Tahun 2012 Nom.or227,
Tambaban Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe:merintahan
Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
.Nomor 5587). sebaga.ima.na telah diubah dengan Peratnran
Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tallon 2014
tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemeriotabao Da.erah (Lem.baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambaban lembaran Negara
Rapublik lndonesia Nomor 5589);

Mengingat

Menimbang a, bahwa untuk mewujudkan .ketahanan pangan dan eadangan
pangan nasional, pe:rJuadanyan penyediaan Cadaogan Pangan
Pokok Daerah dimana Pemerintah Kota wajib memiliki
ca.dangan pangan paling rendah 200 (dua. ratus) ton dan sudah
harus terpenubi pada tahun 2018;

b. bahwa penyediaan dan penyaluran Cadanga Pangan Polrok
Daerah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan
beras masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan
kerawanan pangan pa.sca bencana atau terjadinya
gejoJakha.rga;

c. bahwa penyediaan dan pcnyaluran Cadangan Pangan Pokok
Daerab perlu diatur dalam suatu reguJasi agar memi1iki
landasan dan kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palemba.ng Penyedirum dan Penyaluran
Cadangan Pangan PokokDaerah;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat n dan Kotapmja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara.Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambaban
Lembaran Negar:aRepublik Indonesia Nomor 1821);

WALIKOTA PALEMBANG,

PROVTNSISUMATERA SELATAN

PERATURANWALlKOTAPALEMBANG
NOMOR ;, Ti\HUN2015

TENTANG

PENYEDIAANDANPENYALURANCADANGANFANGA~POKOKDAERAH

WALlKOTA PAi.EM1IANG



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemcrintah adalah Pemerintah Kota Palembaag,
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. KotaAdalah Kota PaJembang.
4. Dinas Pertanian, Perlkanan dan Kehutanan adalah Dinas Pcrtanian, Perikanan

dan kehutanan Kota Palcmbang.
5. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas

Pertanian, Per:i.k.anandan Kehutanan Kota Palembang.
6. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah yang selanjutnya

d.isebut Tim pelaksana adalah Tim Pelaksana Penya.luran Cadangan Pangan
POKekDaerah Kota Palembang.

7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persedian pangan di seluruh wilayah
Kota Palembang untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk
mengbadapi keadaan darurat.

8. Keadaan Darurat adalab kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan
sosial masyarakat yang memerlukan tindakan yang serba cepat dan tepat eli
luar prosedur biasa, serangkaiao peristiwayang disebabkan oleh alam berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah
longsor, dan bencana a1am lainnya.

9. Bencana Alam adalab bencana yang cl.iakibatkan oleh peristiwa atau PancekLik
yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan
sehingga merupakan masa sulit dalam penyec:liaan baban pangan disuatu
~yah tertenyu termasuk periode teIjadinya ketidakseimbangan yang besar
antara penyediaan dankebutuhan.

10.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumab tangga
yang tingkat ketersediaan dan keam.aoan pangannya tidak cukup untuk
memenuhi standar kebutUhan fisiologis bagi pertumbuban dan lresebatan
masyara.k.at.

11. Perusabaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum
Bulog adalah I>enlsahaan Umum Badan Urusan Logisik Diviai Regional
Stlmatem Selatan.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasa11

PERATURAN WALlKOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

MEMUTUSKAN:

4. Peraturan Daerah KOla Palcmbang Nemor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tabun 2008 Nomor 6);

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketersediaan dan Dis1rlbusi
Produk (Keta9aoao Pangan) Pads Dinas Pertania.n, Perikaoao
dan Kehutanan Kota Palembang (Berita Daerah KOta~bang
Tabun 20 13Nomor 79);



Dana untuk pe:nyediaa.n Cadangan Pangan PokDk Daerab dialekasikar; pacta
DoJru:menPelaksanaan Anggaran Satuan KetfaPerangkar Daerah Dinas Pertanian,
Pcrikanan dan Kebutanan.

BABV
DANA
PasalS

Lembaga pengelola cadangan pangan adaJah usaha yang bergcrak di bidang
pangan dengan ketentuan sebagai berlkut:
a. Memiliki slstem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dan sisi

pengendalian nama dan penyakit;
b. McmlHkj tem{al penyimpanan yang tersebar paling rendah di wilayab Kota.

untuk memudabkan penangananjika terjadi mass1ah pangan;
c. Memiliki tempat _petlyimpanan yang memiliki kapasitas paling re.ndah

200 (dua ratus) ton untuk setiap wllayah; dan
d. Sanggup mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

BABIV
LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANOAN

Pasal4

Sasaran pcnyed.iaan dan penyaluran cadangan Pangan Pokok Daerah adalah
masyarakal ell kecamatanykclurahan dalam kota yang mengaJamin Kerawanan
Pangan aklbat Bencana Alam..

BABm
SASARAN
Pasal3

(1) Pcnyediaan dan Penyaluran cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkao
sebagai cadangan pangan pemerintah yang disalurkan daIam rangka
mencegab dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan pasca bencana,
Keadaan Darurat dangejolak harga beras yang signifikan atau kenaikan harga
yang leblb dari 25% (dua puluh lima persen] dari llarga. pembelian sclama
2 (dua) bulan bertu.rul-turut.

(2) Penyediaan dan penyaluran Cadanga PanganPokok daerah bertnjuan untuk:
a. meoingkatkan penyediaan dan penyaluran hems sebagal cadangan pokok;

dan
b. memenuhl kebutuhan beras masyarakat yang menga1amiKeadaan Darurat

dan Kerawanan Pangan pasca bencanaatau teIjadinya gejo1ak harga.
(3) Keadaan darurat dan gejolak harga sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) didasarkan pada pertimbangan dan masukan Tim Pelaksana

BABD
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2



(1) Petaksanaan penyedlaan Cadangan Pangan Pokok Daerah dimuJaj pada tanua
2014 sampai dengan tabun 2018.

(2) Dalam hal beras yang sudab tersedia sebagai Cadangan Pangan Pokok daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) lidak disalurkan kepada kelompok
sasaran, Perum Bulog bcrtanggung jawab untuk memelihara dan
mempertahankan kualitaSOya secara terus menerus dalam jangka waktu
perjanjlan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masih
berlaagsung terlIitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal9

Mekanisme penyed.i.aanCadangan Pangan Pokok Daerah dlatur dalam perjanjian
keljasama antara Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Perum Dulog,
dengan ketentuan:
8. Kualltas beras yang barus disedtakan sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah

memiliki kadar air paling tinggI 14% (empat belas persen), buur patah paling
tinggi 20% (dua pulub pcrsen], kadar menir paling tlnggi 2% (dua persen], dan
derejat sosoh paling rendah 95% (sembiJan pulub Uma persen];
b. Hargadlkenakan sebesar harga pembelianpemcrtmah berdasarkan Instruksi

Presiden Nomor 3 Tabun 2013 teruang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras
dan PenyaJuran Beras otch Pemerintah, dengan harga pebelian Pemerintah
Rp.8.047,69,- (delapan ribu empat pulub lujuh enam puluh sembUan sen)
per kg, yang penyediaunya sampai di gudang Perum Bulog, untuk tabun
berikulnya sesuai harga pembelianPemerintabyang berlaku; dan

c. PeTUm Butog bertanggung je.wab untuk memcllhara dan mempertahankan
kualitas hems agar tetap sesuai dengan kondisl awalnya

BABV11
MEKAN1SMB PENYEDlAAN

Pasa18

(I) Walikota bcrtanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaJuran
Cadangan Pangan Pokok Oaerah eli Kota.

(2) Walikota membentuk Tim Pelaksana, yang susunan IreanggotaanDya terdiri
dari unsur orgaoisasi perangkat daerah eli Kota.

(3) Tim Pelaksana sehagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab daJam
mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Oaerab dari
titik bagi yang Lelah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasai7

Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran
Cadangan Pangan Pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan
Kepu tusan Walikota.

BABvt
OR~SASIPELAKSANA

Pasat 6



Tim Ma1man8 membuat berita aca:ra serah terima banDlSD kepada kelompok
sasaran, yang ditandataDganj oleh lwah setempe.t serta diketahui o1ehcamat yang
bersangkutan.

Pasal14

(1) Tim Pelaksane melaku.kan identi6ksllj kelompok aa.saran penerima bantuan
betas aebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah yang aelanjutnya diaampoi1can
kepada camat/lurah yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan basil identifikasi Tim Pelakaana, Dinas Pertanian, Perikac.an dan
Kehutanan menpjukan permintaaD kebutuhan bems kepada Wallkota.
dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
a. jumlah jiwa yang mengalami Kerawanan Pan.gan sebagai akibat Bencana

Alam dao/atau KeadaeDDarurat Berta gejolak barga; dan
b. jumlab kebutuban untuk disalurkan.

(3) Tim Pelaksana me1akukan investigasi lokasi kelompok aa.saran pcnerima
bantuan beras sebagai CadeDgen Pangan Pokok Daerah yang diuaulkan oleh
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehulanan.

(4) Kepala Dinas Pertaoian, Perikanan dan Kehutanan meeyampaikan
rekomendasi permintaan penya1uran beraa sebagai Cadangan Paogan Pokok
Daerab kepada Perum Bulog berda.sadam baail investigasi Tim p..JelgsanA,~
selanjutnya Perum Bulog mengeluarken perintah logi.stik kepada Sub DiviS!
Regiooal/Kaslog/Kepala Gudang Bulog untuk mengeluarkan betas bagi
lokasi yang dimohon

Pasal13

Jumleb bantuan beras sebagaimana dimaksud da1am Pasal 10 yang diaaJurkan
kepada maayarakat diseauaikan dengan kebutuhan.

Paaal12

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan PQkok Da.crah dari
gudang Perum Bu10g ke titik bagi pe:n:yaluran sebagaimana dhDSksud dalam
Pasal 10 menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dati
titik bagi aampai dengan kelompok sasaran penerima..

Pasalll

Titik bagi penyaluran beras sebagai CadaDgaDPangan Pokok Da.crah djlaksene'alO
sesua.i kelompok sasa.ran sampai dengan kantor lrecamatan/la:lura.ban/ruJrun
warga/ rukun tetangga

BABVDl
MEKANTSME PENYALURAN

PaBallO



UCOK HIDAYAT
BERlTA DAERAH KOTA PALEMBANGTAHUN 2014 NOMOR ~

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal ? januon 2015
SEKRETARlS DAERAH KOTAPALEMBANG.

HARNQJOYO

2015
Ditetapkan di
pada tanggal C;

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang,

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal elitetapkan.

Pasal16

(1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaporkan oleh
Perum BuJog kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kchutanan
disertai dengan berita acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima betas)
han setelah pengiriman,

(2) Setiap Pengunaan Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk penanggulangan
pangan pasca bencana akibat Bencana AIam dan/atau Keadaan Darurat scrta
gejolak harga, dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertania.o, Perikanan dan
Kehutanan kepada Walikota PaJembang yang memuat jumlah penggunaan
tennasuk keeamatan dan kclurahan penerima bantuan se:rta cadangan beras
Kota eli gudang Perum Bulog, secara periodik scoop 3 (tigaj bulan sekali atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BABIX
PELAPORAN
Pasa115


